SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 443/Kep.092-BagKum /2024
TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 443 /Kep.1187-Bagkum/2021 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN,
SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) DAN
SATUAN TUGAS PEMULIHAN EKONOMI KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa secara faktual jumlah kasus penderita dan tingkat
keparahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah
mengalami penurunan secara signifikan melalui
penanganan yang tepat dan terpadu serta telah dapat
meningkatnya ketahanan kesehatan masyarakat yang
dilakukan melalui pola hidup bersih dan sehat serta
pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019;

b. bahwa dengan telah terbitnya Keputusan Presiden Nomor
17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di
Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2023
tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19), status pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dinyatakan telah berakhir;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Wali Kota tentang Pencabutan Keputusan Wali Kota
Bandung Nomor 443/Kep.1187-Bagkum/2021 tentang
Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan Coronavirus
Disease 2019 (Covid 19) dan Satuan Tugas Pemulihan
Ekonomi Kota Bandung;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang
Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia
dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-
kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2023 tentang
Pengakhiran Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 104);

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2023
tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor
80 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat Level 1 Corona Virus Disease 2019
di Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun
2023 Nomor 1);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

Pencabutan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor
443 /Kep.1187-Bagkum/2021 tentang Komite Kebijakan,
Satuan Tugas Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid
19) dan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Kota Bandung.
Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 443/Kep.1187-
Bagkum/2021 tentang Komite Kebijakan, Satuan Tugas
Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid 19) dan
Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Kota Bandung, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 22 Januari 2024

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPAELA BAGIAN HUKUM




